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BUPATI BARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURANBUPATIBARRU 
NOMOR: 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA 
DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BARRU, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang 
bersumber dari alokasi dana desa dan selain menerima 
penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima 
tunjangan dan penerimaan lain yang sah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat 
Desa, Tunjangan BPD, Dan Insentif RT; 

Menglngat : I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 



· .. 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan.Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan at.as 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lhdonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF RT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru. 
3. Bupati adalah Bupati Barru. 
4. Desa adalah kesatuan masyara.kat hukum yang memiliki batas- 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wak:il dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di ban tu Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pemimpin desa. yang dipilih langsung oleh 
penduduk desa yang bersangkutan. 

9. Perangkat Desa. adalah unsur pembantu Kepala Desa., yang 
terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis. 

10. Staf adalah staf Desa yang membantu Kepala Desa, Sekretariat 
Desa dan Pelaksana Teknis dalam bidang administrasi. 



11. Bendahara Desa. adalah staf Desa. yang ditunjuk oleh Kepala 
Desa. untuk menerim.a, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan 
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; 

12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama 
Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat. 

13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang 
diterima oleh Kepala Desa. dan Perangkat Desa. setiap bulan. 

14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang 
bersumber dari APBDesa. 

15. lnsentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk 
mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari APBDesa. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan desa. 

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, aclalah clan.a 
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

BABD 
PENGHASILAN TETAP KBPALA DESA DAN PERAJl'GKAT DESA 

Paoal 2 

(I) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan 
tunjangan. 

(2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa clan Perangkat Desa 
dianggarkan dalam APBDesa. 

(3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dibayarkan setiap bu]an oleh Pemerintah Desa. 

(4) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dikarenakan kekosonganjabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat 
Desa dikembalikan ke rekening desa. 

(5) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
bersumber dari ADD. 

Paoal 3 

Pengalokasian ADD pada APBDes untuk penghasilan tetap, 
Tunjangan, lnsentif, dan Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dalam 
belanja tidak langsung. 
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Paaal4 

(I) Be saran penghasilan tetap se bagaimana dimaksud pad a pasal 2 
ayat (!) per bulan, adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Rp 2.500.000,- 
b. Sekretaris Desa Rp 1. 750.000,- 
c. Kepala Urusan/Seksi Rp 1.250.000,- 
d. Pelaksana Kewilayahan Rp 1.250.000,- 
e. Staf Rp 600.000,- 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 
Kepala Desa definitif yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) 

(3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, c dan d, adalah Sekretaris Desa dan 
Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

BABW 
TUli'JANGAN KEPALA DESA DAN PERAlfGKAT DESA 

Paaal 5 

(1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan 
dengan besaran sebagai berikut : 
a. Kepala Desa Rp. 300.000,- 
b. Sekretaris Desa Rp. 250.000,- 
c. Kepala Urusan/Seksi Rp. 200.000,- 
d. Pelaksana Kewilayahan Rp. 200.000,- 
e. Bendahara Rp. 500.000,- 

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a adalah 
Kepala Desa definitif yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

(3) Untuk Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar 
Rp.1.250.000,- 

(4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b 
adalah Sekretaris Desa yang berstatus bu kan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dan 
d, adalah Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

BAB IV 
TUli'JANGAN BADAN PERJIUSYAWARATAN DESA 

Paaal 6 
( 1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan 

dengan besaran adalah sebagai berikut : 
a. Ketua Rp. 300.000,- 
b. Wakil ketua Rp. 250.000,- 
c. Sekretaris Rp. 225.000,- 
d. Anggota Rp. 200.000,- 



(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dimasukkan 
dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga 
puluh perseratus). 

BABV 

Dl'SEl!ITIF RUKUII TETANGGA 
Pasal7 

(I) InsentifRT setiap bulan diberikan dengan besaran Rp. 200.000,- 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah untuk 
operasional RT. 

BAB VI 

PE!fGHASILA!f DAN TU!fJANGAN KEPALA DESA DAN 
PERAlfGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI lfEGERI SIPll. 

Paaal 8 

(1) Penghasilan dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 
dan pasal 5 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

(2) Penghasilan dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dengan 
besaran sebagai berikut : 

a. Kepala Desa 
b. Sekretaris Desa 
c. Kepala Urusan/Seksi 
d. Pelaksana Kewilayahan 

Rp. 1.250.000,- 
Rp. 875.000,- 
Rp. 625.000,- 
Rp. 625.000,- 

BAB VII 

PElfERIMAAlf LAilf YANG BAH 

Paaal 9 

(!) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan 
lain yang sah. 

(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas 
pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa. 

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan 
dalam APBDesa. 

(4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. 
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BAB VIII 

KETE1'TUAN PE!fUTUP 

Pa...t 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya daJam Berita Daerah 
Kabu paten Barru. 

Ditetapkan di Barru 
pada tanggal 11 5ol'lvo.ri 201'- 

- - }Ji· BUPATJ BARRU, PAR:, KOI.H�Dl"l,\SI 

1:Ar.,6 l'ul. lQC.I)" - . 
1"-·e•r ..... i<JIC '"�I i - II c-, ' ' A. M. YAMl1' 
' - 

Diundangkan di Barru 
pada tanggal �, �o.i\Lbr·, 20\b 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE1' BARRU, 

lfASRUDDIN ABDUL MUTTALm 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR .. IQ. 
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BUPATIBARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAKBUPATIBARRU 

NOMOR 1-S TAHU!f 2016 
TENTANO 

TATA CARA PEMBERIAN KERINOANAN, PENOURANOAN, PEMBEBASAN 

DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

BERTA PEll'OENAAN SANKSI 

DENOAN RAHMAT TUHAII' YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menimbana: 

Men&ine:at 

a. bahwa berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Jasa Um um yang mengatur 

mengenai Retribusi Pelayanan Pasar maka untuk 

meningkatkan efektifitas pendapatan asli daerah melalui 
Retribusi Pelayanan Pasar maka perlu dilakukan upaya- 

upaya produkti.f dalam pemungutan retribusi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Barru tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, 
Pengurangan,Pembebasan dan Penghapusan Retribusi 

Pelayanan Pasar serta Pengenaan Sanksi; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat fl di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nornor 

Perbendaharaan Negara 

Lcmbaran Negara Republik 

1 Tahun 2004 tentang 
(Lcmbaran Negara RepubUk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

5. Uridartg-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribuei Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

ten tang 

Republik 

23 Tahun 2014 

(Lcmbaran Negara Daerah Pemerintahan 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i 
8. Peraturan Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta.bun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengav,:asan Penyelenggaraan 



Pemerintah Oaerah (Lernharan Negara Republik Indonesia 

tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Komar 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1 ); 
12. Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Barr-u (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru Nomor 3); 

13. Peraturart Daerah Kabupaten Barr-u Nomor 8 Tahun ?.008 

tentang Pokok-pckok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Barru (Lembarat1 Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2008 Nomor 29, Ta.mbahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6); 
15. Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Rc-tribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru 'l'ahun 2011 Nomor 8)i 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

KERINGANAN, PENGURANGAII, PEMBEBASAN DAN 

PENGHAPUSAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SERTA 

PEIIGEIIAAN SANKS!. 



BABI 

KETENTUAN UMl.JM 

Pual 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Barr-u . 

2. Pemerin tah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas- 

luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Barru. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kcrja Perangkat Daerah Kabupaten Ba.tTU yang melaksanakan 

pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerab untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 

halarnan/pelataran bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk 
lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan 

untuk pedagang. 

8. Los adalah bangunan tctap di dalam lingkungan pasar berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. 

9. kios adalah ban gun an di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan 
yang lainnya, dengan dinding pemisahmulo.i dari lantai sampai dengan 

langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

yang khusus disediakan daa/atau dibcrikan oleh Pemerintah Kabupaten 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah 

pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran los dan 



kios, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan 

untuk pedagang. 

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan. 

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

I 5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Rettibusi Jasa Umum. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatks.njasa pelayanan pasar. 
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, pcnentuan besarnya retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi Wajib Ret.ribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamyajumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribuai dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peratu ran perundang-undangan 
retribusi daerah. 
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BAB II 
NAM.A, OBJEK, DAN SUBJEK RETRJBUSI Pll:LAYANAN PASAR 

Pa...t2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana 

berupa pelataran, los, dan k:ios. 
Paul3 

I I) Objek Retribusi Pelaya.nan Pasar adalah fasilitas pasar 
tradisional/sederhana, berupa pclataran, ios. kios yang dikelola 

Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang. 

(2} Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah sebagai berikut : 

a. Pasar Tipe A, yaitu meliputi : 

I) Pasa.r Mattirowalie; 

2) Pasa.r Pekkae; 

3) Pasar Takkalasi; 

4) Pasar Mangkoso; dan 

5) Pasar Palanro. 

b. Pa sar Tipe 8, yaitu meliputi : 

1) Pasar Lisu; 

2) Pasar Ralla; 

3) Pasar Cilellang. 
c. Pasar Tipe C, yaitu meliputi : 

I) Pasar Doi-Doi; 

2) Pasar Libureng; 

3) Pasar Tompo Lerno lemo; 

4) Pasar Gattareng; 

5) Pasar Bulo-Bu\o; 

6) Pasar Elej 

7) Pasar Bungi;dan 

8) Pasar Ajakkang. 

Pa...t4 

(I) Subjek Retribusi adalah pribadi atau Bad an yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas pasar. 
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(2) Subjek Retribusi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

diperkenankan untuk : 
a. merubah bentuk, luas (menambah atau mengurangi) bentuk 

bangunan tanpa rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pengelola 

Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau 

b. mempersewakan, memperjual bclikan bangunan/tempat, atau 

memindah tangankan ke pihak lain objek retribusi tanpa rekomendasi 

tertulis Kepala Dinas ?engelola Keuangan Oaerah atau pejabat yang 

ditunjuk. 

BAB Ill 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pa .. 15 

( l) Retribusi dipungut <lengan menggunakan SK.RD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis, kupon. dan kartu langganan. 

{3) Tata cara pelaksanaan pernungutan Retribusi ditetapkan dengan 

Keputusan Bupa.ti. 

BABIV 

TATACARA PEMBERIAN KERINOANA.lf, PENGURAl'IOAN, 

PEMBEBASAN DAN/ATAU PrufGHAPUSAN RETRIBUSI 

Paaal6 

( 1) Wajib retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan 
permohonan 

pembehasan 

pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau 

pengurangan atau penghapusan retribusi serta 

sanksi administrasi. 

(2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan 
keringanan, pengurangan, dan/atau pembebaean retribusi. 

(3} Pennohonan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau 
pembebasan retribusi diajukan terhadap retribu si yang telah ditetapkan 
dalam SK.RD atau dokumen lain yang diperaamakan. 



Pan17 

(1) keringanan, pengurangan dan/atau pembebasa.n Retribusi dapat 
diberikan kepada Wajib Retribusi, karena : 

a. kondisi tertentu Objek Retribusi yang ada hubungannya dengan 
Subjek Retribusi; dan 

b. karena sebab-sebab tertentu lainnya do.lam hal objek terkena bencana 
alam atau sebab lain yang luar biasa. 

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat(l) huruf a diatas, 
dalam ha!: 

a. apabila wajib Retribusi mengalami kerugian dan kesulitan pada tahun 

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya; 
b. \Vajib Retribusi tidak dapat menjalarrkan usahanya karena sakit atau 

menga.lami musibah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 

meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kctcrangan Pejabat 
Berwenang; atau 

c. Los atau Kios yang ditempati direhab olch Pemerintah Daerah. 

Paaal 8 

( 1) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 

dengan memperhatikan kemampuan wajib retribuei, antara lain, untuk 

mengangsur. 

(2) Pengurangen sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 7 diatas dapat 
diberikan sebesar paling tinggi 40 o/o (persen) dari besarnya Retribusi 

yang ada. 

(3) Pembcrian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas bila 

mana bena..r-benar Wajib Rctribusi mengalami kerugian setelah 

dilakukan analisis oleh petugas. 

(4) Pcmberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas, 
setelah bermohon secara tertulis kcpada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Barru. 
Paaal 9 

( I) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibcrikan 

kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencena alam dan/atau kerusuhan. 



. ' 

(2) Penghapusan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru apabila Piutang Retribusi 

yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kadaluarsa. 

BABV 

PEIIGENAAN BAlfKSI 

Pasal 10 

( 1) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 
7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

(2) Penetapan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
atas ditetapkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
Retribusi yang terutang. 

(4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelola 
Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Apabila surat teguran dan/atau peringatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatas tidak diindahkan, maka Pemerintah Daerah mengambil alih 

pelataran, lads, kios yang disediakan dan dilakukan penyegelan dan/ a tau 

penutupan ak:ses terhadap fasilitas pasar dimaksud. 

Pasal 11 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, 
kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasa1 ini tertangguh apabila : 

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau 



b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 
maupun tidak langsung. 

(3) Dalarn hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemcrintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

BAB VI 
KETE!fTUAN PE!fUTUP 

Pau.112 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapk r 
"J-BUPA 

Diundangkan di Barru 
Pada tanggal '\ Mard '2011: 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE!f BARRU 

lfASRUDDl!f ABDUL MUTTALIB 

SERITA DAERAH KABUPATE!f BARRU TAHU!f 2016 lfOMOR I<> 


